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ABSTRACT

The increasing participation of women in higher education often intersects with
patriarchal norms and triggers domestic conflicts leading to divorce. Indonesian positive law
does not explicitly regulate higher education as a ground for divorce; however, judicial practice
demonstrates that education frequently appears within the context of marital breakdown. This
study examines judicial considerations in the Decisions of the Religious Court of Ambon No.
242/Pdt.G/2020/PA.Ab and the Religious Court of Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh through
normative research using a case approach, focusing on the basis of judicial reasoning, statutory
interpretation, and the application of the maqashid al-shari’ah perspective. The findings indicate
that higher education is not treated as an independent legal ground for divorce, but rather as a
social context accompanying objectively proven marital breakdown, including prolonged
separation, loss of communication, failure to fulfill marital obligations, and abandonment. Judges
applied extensive and teleological interpretations of Article 19 letters (b) and (f) of Government
Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letters (b) and (f) of the Compilation of
Islamic Law, reflecting a no-fault divorce approach that emphasizes the failure of marital
functions rather than fault-based reasoning. A disparity in systematic interpretation is identified:
the Religious Court of Ambon emphasizes the failure of marital objectives through a legal-formal
approach, while the Religious Court of Raha prioritizes the protection of the wife through a
gender-responsive, legal-substantive approach. From the perspective of maqadsid al-shari‘ah,
divorce in cases involving higher education is justified to safeguard the five essential objectives
of Islamic law and to prevent greater harm than maintaining a disharmonious marriage.
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ABSTRAK

Peningkatan partisipasi perempuan dalam studi lanjutan kerap bersinggungan
dengan norma patriarki dan memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.
Hukum positif Indonesia tidak mengatur studi lanjutan sebagai alasan perceraian secara
eksplisit, namun praktik peradilan menunjukkan bahwa pendidikan sering muncul dalam
konteks keretakan relasi perkawinan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan majelis hakim
dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 242/Pdt.G/2020/PA.Ab dan Putusan
Pengadilan Agama Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh melalui penelitian normatif dengan
pendekatan kasus, dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim, penafsiran norma, dan
penerapan perspektif maqashid al-syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi
lanjutan tidak diperlakukan sebagai alasan hukum perceraian yang berdiri sendiri, melainkan
sebagai konteks sosial yang menyertai terbuktinya keretakan rumah tangga secara objektif,
berupa pisah tempat tinggal berkepanjangan, putusnya komunikasi, tidak terpenuhinya
kewajiban perkawinan, dan penelantaran. Majelis hakim menerapkan penafsiran ekstensif
dan teleologis terhadap Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
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(b) dan (f) KHI, yang mencerminkan pendekatan no-fault divorce dengan menitikberatkan
pada kegagalan fungsi perkawinan, bukan pembuktian kesalahan. Terdapat disparitas
penafsiran sistematis, yaitu Pengadilan Agama Ambon menekankan kegagalan tujuan
perkawinan melalui pendekatan legal-formal, sedangkan Pengadilan Agama Raha
mengedepankan perlindungan terhadap istri melalui pendekatan legal-substantif yang
responsif gender. Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, putusan perceraian dengan alasan
studi lanjutan dibenarkan, untuk menjaga lima tujuan dasar syariat dan menolak kerusakan
yang lebih besar daripada mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis.

Kata kunci: Studi Lanjutan; Perceraian; Putusan Pengadilan; Maqashid al-Syariah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir,
tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial (Nadziroh et al., 2018).
Hak tersebut dijamin secara universal melalui UDHR Pasal 26 ayat (1) menegaskan
bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan sebagai sarana pengembangan
kepribadian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan itu,
UNESCO menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar manusia dan upaya
publik yang harus tersedia bagi setiap orang. Dalam konteks nasional, Pasal 31 ayat
(1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan. Adapun dalam ajaran Islam, menuntut ilmu bukan hanya

sekadar hak, melainkan kewajiban religius bagi setiap muslim. Rasulullah %
bersabda:

o 8 e o

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Al-
Baihaqi, Ath-Thabrani, Abu Ya’la Al-Qudho’i dan Abu Nu'aim Al- Al-Ashbahani)

Perintah menuntut ilmu ini ditujukan bagi laki-laki dan perempuan muslim,
tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan merupakan hak dan
kewajiban bagi laki-laki dan perempuan,

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup,
kemandirian, serta status sosial ekonomi perempuan (Ainiyah, 2017; Rizqi, 2024).
Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam
pendidikan tinggi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik
(BPS, 2024) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi
perempuan mencapai 35.23%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang jumlahnya
sebesar 28,89% dan meningkat signifikan dibanding satu dekade terakhir.
Peningkatan ini juga didukung oleh hasil survei KG Media dan Litbang Kompas yang
menemukan bahwa sebanyak 51,8% perempuan berusia 18-35 tahun meyakini
pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan (Tribunnews.com, 2021). Kesadaran
ini tidak hanya berkembang pada perempuan lajang, tetapi juga pada perempuan
menikah yang memandang pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas diri
dan keluarga (Tasia & Nurhasanah, 2019; Suparno et al, 2023). Kondisi ini
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menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan Indonesia kini telah menjadi
kebutuhan primer.

Seiring dengan peningkatan kesadaran tersebut, semakin banyak perempuan
yang menempuh studi lanjutan setelah menikah, khususnya pada jenjang
pascasarjana (S2) (Ariwidodo, 2009). Studi lanjutan setelah menikah terbukti
memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan kepercayaan diri, pemulihan
identitas diri, penguatan komitmen lifelong learning, serta penguatan posisi
perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga (Jang, 2005; (Mashinchi &
Asghar, 2023) Wang & Ou, 2024). Selain membuka peluang karier dan mobilitas
sosial, studi lanjutan juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga melalui
peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan anak, dan kesehatan keluarga (Saxena
& Bhatnagar, 2013; Tanaka et al., 2020). Dengan demikian, studi lanjutan setelah
menikah tidak hanya berdampak pada pemberdayaan perempuan, tetapi juga pada
kemajuan sosial dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, perempuan yang telah menikah masih
menghadapi berbagai hambatan dalam melanjutkan pendidikan (Munir et al., 2022).
Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering diharapkan memprioritaskan peran
domestik, sementara pendidikan dipandang sebagai ranah sekunder, sehingga
menimbulkan dilema antara tanggung jawab akademik dan rumah tangga (Reza et al,,
2024). Hambatan juga dapat datang dari keluarga suami, khususnya ketika
pendidikan istri dianggap mengganggu kewajiban domestik, bukan sebagai hak
pengembangan diri (Bhandari & Cholera, 2024). Faktor seperti tingkat pendidikan
suami, usia pernikahan, dan dukungan keluarga sangat menentukan keberlanjutan
studi perempuan setelah menikah (Howlader et al., 2023). Ketika dukungan tersebut
tidak ada, konflik, kecemburuan, dan perselisihan berpotensi meningkat hingga
berujung pada perceraian (Rice, 1978).

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian merupakan salah satu sebab
putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KHI jo. Pasal 38 UU
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan
(Alamsyah, 2015). Alasan perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (2)
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, antara lain perzinaan, meninggalkan
pasangan, kekerasan, hukuman penjara, cacat badan, serta pertengkaran dan
perselisihan terus menerus (Maghfiroh, 2019). Bagi pasangan Muslim, Pasal 116 KHI
menambahkan alasan berupa pelanggaran taklik talak dan murtad (Bhudiman &
Ratnawaty, 2021). Dalam hukum Islam, putusnya perkawinan terjadi karena dua hal,
yaitu kematian dan perceraian. Adapun perceraian dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, seperti talak, khuluk, fasakh, syiqagq, serta pelanggaran taklik talak (Dahwadin
etal., 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui baik hukum positif maupun
hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur studi lanjutan sebagai alasan
perceraian. Namun secara sosiologis, fenomena ini nyata terjadi seiring pergeseran
pandangan perempuan yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan primer,
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bukan lagi tersier. Pergeseran nilai ini menyebabkan terjadinya ketegangan dalam
rumah tangga yang berujung perceraian. Realitas tersebut terlihat dalam Putusan
Pengadilan Agama Raha Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh, seorang istri menggugat
cerai karena dilarang melanjutkan studi oleh suaminya dan menyebabkan perceraian.
Kasus lain adalah Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 242 /Pdt.G/2020/PA.Ab,
seorang suami menjatuhkan talak karena istri melanjutkan studi tanpa izin yang
berujung perceraian. Kedua putusan ini memperlihatkan benturan aspirasi
pendidikan perempuan dan peran tradisional sebagai pengatur urusan domestik.
Berdasarkan tinjauan literatur kepustakaan, belum ada penelitian yang

membahas studi lanjutan sebagai alasan perceraian. Berikut beberapa penelitian
sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian ini. Penelitian (Ummah, 2018)
menunjukkan bahwa pendidikan tinggi mendorong perempuan lebih kritis terhadap
relasi yang tidak setara dan berani mengajukan gugatan cerai, namun kajian tersebut
berfokus pada faktor kesadaran perempuan, bukan pada konstruksi yuridis putusan
majelis hakim. Sementara itu, (Rifka et al, 2024) menekankan hubungan statistik
antara tingkat pendidikan dan angka perceraian, tanpa mengaitkannya dengan
penafsiran alasan perceraian dalam hukum positif maupun hukum Islam. Di sisi lain,
(Mustofa & Zelpi, 2024) mengkaji pernikahan pada masa studi dan dampaknya
terhadap keberlangsungan pendidikan, bukan studi lanjutan setelah menikah sebagai
faktor pemicu perceraian. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih
memandang pendidikan sebagai variabel sosial dalam rumah tangga, belum sebagai
isu yuridis yang diuji melalui pertimbangan majelis hakim dan dianalisis dalam
perspektif maqasid al-syari‘ah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi
celah tersebut dengan memfokuskan kajian pada studi lanjutan sebagai alasan
perceraian sebagaimana dikonstruksikan dalam putusan Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum perceraian yang
berkaitan dengan studi lanjutan istri dalam praktik peradilan agama, dengan
menelaah pola penalaran hakim dan implikasinya terhadap perlindungan hak serta
keutuhan nilai keluarga. Kajian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman
komprehensif mengenai bagaimana konflik studi lanjutan diposisikan dalam hukum
keluarga Islam kontemporer, sekaligus menawarkan pijakan normatif bagi
pengembangan putusan perceraian yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial
perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case
approaches). Penelitian hukum normatif dipahami sebagai kajian hukum yang
berfokus pada analisis norma, asas, teori, dan ketentuan hukum untuk menjawab
permasalahan hukum (Nurhayati et al.,, 2021). Pendekatan kasus digunakan untuk
menganalisis ratio decidendi majelis hakim dalam memutus perkara percerian, baik
dalam kerangka hukum positif maupun melalui perspektif maqashid al-syari’ah lalu
menarik konsepsi umum dari dua putusan sebagai temuan (Marzuki, 2017; Soekanto
& Mamudji, 2010).
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Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam
dua putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0357 /Pdt.G/2020/PA.Rh
dan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Ab. Kedua
putusan tersebut memiliki kesamaan konflik rumah tangga akibat keinginan istri
menempuh studilanjutan yang berujung perceraian. Namun demikian, kedua perkara
memiliki karakteristik berbeda, yaitu cerai talak (Pengadilan Agama Ambon) dan
cerai gugat (Pengadilan Agama Raha), sehingga memberikan perspektif komparatif
dalam menilai konstruksi hukum hakim.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer
diperoleh dari salinan resmi kedua putusan pengadilan tersebut dan kitab Magashid
al-Syari’ah al-Islamiyah karya Ibnu ‘Asyur. Adapun bahan hukum sekunder mencakup
berbagai sumber pendukung seperti, buku-buku hukum, literatur fikih, hasil
penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian
(Widyastuti et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (literature
research) dengan cara membaca dan menelaah bahan hukum serta literatur akademik
yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif
dengan menekankan pada pemahaman makna di balik data yang tampak (Sugiyono,
2013). Analisis tidak berhenti pada pembacaan teks putusan, tetapi dilakukan melalui
penafsiran termasuk analisis komparatif terhadap pertimbangan majelis hakim
dalam dua putusan yang dikaji. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diuji dengan teori-
teori hukum yang relevan, khususnya teori keretakan perkawinan (breakdown of
marriage atau no-fault divorce) serta prinsip maqashid al-syari’ah, untuk menilai
kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan hukum dan kemaslahatan. Analisis
magashid difokuskan pada perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal
(hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Ambon
1. Fakta Hukum

Dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Ab, terungkap fakta bahwa
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Pemohon
mendalilkan bahwa konflik rumah tangga dipicu oleh keputusan Termohon
melanjutkan studi S2 dengan biaya sendiri, yang menurut Pemohon berdampak pada
kondisi ekonomi dan dianggap sebagai pengabaian kewajiban rumah tangga.
Pemohon juga menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dan
komunikasi antara para pihak tidak lagi terjalin secara wajar.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak hadir dalam
persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan
perkara dilakukan secara verstek. Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti saksi berjumlah dua orang, yang pada pokoknya
menerangkan bahwa para pihak telah lama berpisah tempat tinggal, tidak lagi
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menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, serta tidak terdapat
upaya rujuk yang berhasil, baik melalui keluarga maupun melalui nasihat majelis
hakim di persidangan. Selain keterangan saksi, Pemohon juga mengajukan alat bukti
surat yang mendukung identitas para pihak dan keabsahan perkawinan.
Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, majelis hakim menilai bahwa
kondisi pisah tempat tinggal telah berlangsung sekitar lima tahun hingga perkara
diperiksa, hubungan suami istri telah terputus secara lahir dan batin, serta tidak
terdapat harapan untuk kembali hidup rukun. Fakta-fakta tersebut dipandang
sebagai keadaan objektif yang menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah
mengalami keretakan yang bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menerapkan Pasal 19 huruf (b)
dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam. Unsur meninggalkan pasangan terpenuhi karena Termohon
meninggalkan tempat tinggal bersama selama lebih dari dua tahun tanpa adanya
kehidupan rumah tangga yang normal. Unsur perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus juga dinilai terpenuhi karena konflik berkepanjangan yang menyebabkan
putusnya komunikasi dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Selain itu, majelis
hakim mengaitkan alasan perceraian tersebut dengan ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan. Hakim
menilai bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, serta sakinah,
mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan akibat pisah tempat tinggal yang
berkepanjangan dan hubungan emosional yang telah terputus.

Dalam pertimbangan hukum Islam, majelis hakim memandang perceraian
merupakan upaya terakhir ketika ishlah gagal, sebagaimana dalam QS. Al-Bagarah
ayat 227:

Ae oot A 38 BlLl1 5232 85

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara substansi, ayat ini menggambarkan bahwa jika suami telah bertekad

mengakhiri hubungan dan upaya ishlah tidak membuahkan hasil, maka syariat

memberi kesempatan bercerai dengan cara yang ma’ruf. Majelis hakim memaknai

ayat ini bahwa perpisahan merupakan solusi terakhir yang dibenarkan syariat demi
mencegah kemudaratan lebih besar.

3. Analisis Hukum
Dalam perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek karena Termohon
tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh
karena itu, asas Audi et alteram partem tidak terlaksana secara faktual, namun tetap
dianggap terpenuhi secara prosedural karena kesempatan bagi Termohon untuk
didengar telah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Keterangan
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saksi didengar secara lisan di hadapan majelis hakim, bukan semata berdasarkan
dokumen tertulis, sehingga memberi nilai pembuktian yang kuat dan memperkuat
keyakinan hakim mengenai terjadinya keretakan rumah tangga. Alat bukti yang
diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil hukum acara perdata, sehingga
cukup bagi hakim untuk menilai keadaan objektif hubungan para pihak.

Dalam literatur fikih klasik, Ath-Tabari mendefinisikan nusyuz istri sebagai
bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya, yang ditunjukkan melalui sikap tidak lagi
melaksanakan kewajiban-kewajiban perkawinan. Definisi ini menunjukkan bahwa
nusyuz tidak semata-mata merujuk pada terjadinya konflik rumah tangga, tetapi pada
pembangkangan nyata terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam relasi suami
istri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam nusyuz dipahami sebagai pelanggaran
kewajiban perkawinan yang bersifat sadar, berkelanjutan, dan tercela, seperti
menolak hidup bersama tanpa alasan sah atau melalaikan kewajiban rumah tangga
secara sengaja.

Berdasarkan kerangka tersebut, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan
Agama Ambon tidak memposisikan Termohon sebagai istri nusyuz meskipun
Pemohon mendalilkan bahwa studi lanjutan istri menjadi pemicu konflik dan
keretakan rumah tangga. Studi lanjutan tidak termasuk perbuatan yang secara
normatif dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif, serta tidak memenuhi
unsur pembangkangan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam konsep nusyuz. Hal
ini selaras dengan Pasal 80 ayat (3) KHI yang mewajibkan suami memberi
kesempatan kepada istri untuk menimba ilmu yang bermanfaat. Selain itu, penetapan
nusyuz dihindari karena membawa konsekuensi yuridis yang serius, yakni gugurnya
hak nafkah iddah dan mut‘ah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 152 KHI,
sehingga hanya dapat diterapkan apabila terdapat bukti pelanggaran kewajiban istri
yang jelas dan meyakinkan.

Putusan ini menggambarkan pergeseran logika pembuktian dari pendekatan
kesalahan (fault principle) menuju pendekatan keretakan perkawinan yang objektif
(no-fault divorce). Fokusnya bukan pada siapa yang bersalah, tetapi pada fakta bahwa
perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan (irretrievable breakdown of marriage)
(Irani & Humaira, 2025). Pergeseran ini sejalan dengan penerimaan yurisprudensi
atas konsep onheelbare tweespalt sebagai keadaan retaknya rumah tangga yang
cukup dibuktikan secara objektif tanpa perlu menunjuk pihak yang menyebabkan
keretakan tersebut.

Melalui pendekatan ini, studi lanjutan tidak dikonstruksikan sebagai
pelanggaran kewajiban perkawinan atau bentuk nusyuz, melainkan diposisikan
sebagai faktor kontekstual yang memicu syigag dan memperjelas terjadinya
keretakan rumah tangga. Putusan ini menegaskan bahwa studi lanjutan istri tidak
termasuk kesalahan, tetapi menyebabkan kegagalan relasi yang dikelola secara adil.
Oleh karena itu, dasar perceraian dalam perkara ini tidak bertumpu pada aktivitas
studi lanjutan, melainkan pada runtuhnya fungsi perkawinan yang secara objektif
terbukti dan telah kehilangan kemungkinan untuk dipulihkan.
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Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Raha

1. Fakta Hukum

Dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh,
terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2012. Penggugat
mendalilkan bahwa konflik rumah tangga bermula dari larangan Tergugat terhadap
keinginan Penggugat untuk melanjutkan studi S2, yang kemudian diikuti dengan
sikap Tergugat meninggalkan rumah bersama tanpa memberikan nafkah lahir
maupun batin kepada Penggugat.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa kondisi pisah
rumah telah berlangsung kurang lebih delapan tahun hingga perkara diperiksa, tanpa
adanya komunikasi yang wajar maupun upaya rujuk yang berhasil, baik melalui
keluarga maupun melalui nasihat majelis hakim. Selama masa tersebut, Tergugat
tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sedangkan Penggugat menanggung
kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Dalam proses pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa
bukti perkawinan yang sah serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya
saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Keterangan para saksi
mengonfirmasi bahwa Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, tidak
memberikan nafkah, serta tidak menunjukkan itikad untuk mempertahankan rumah
tangga. Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, sehingga memiliki kekuatan
pembuktian yang sah. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menilai
bahwa telah terjadi penelantaran rumah tangga dan keretakan hubungan suami istri
yang bersifat objektif dan berkepanjangan. Keadaan ini dipandang sebagai kondisi
rumah tangga yang tidak lagi dapat dipulihkan, sehingga tujuan perkawinan tidak lagi
tercapai.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menerapkan Pasal 19 huruf (b)
dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHIL. Unsur
meninggalkan pasangan terpenuhi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama
lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa nafkah. Unsur perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus juga dinilai terpenuhi karena larangan studi,
penelantaran ekonomi, serta hubungan emosional yang telah terputus selama
bertahun-tahun.

Majelis hakim menguatkan pertimbangannya dengan Pasal 33 UU
Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) KHI yang mewajibkan suami memberikan cinta,
penghormatan, serta bantuan lahir dan batin kepada istri. Hakim menilai kewajiban
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tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat, sehingga fungsi dasar perkawinan telah
runtuh dan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah
sebagaimana Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi tercapai.

Pertimbangan hukum Islam dalam putusan ini menegaskan bahwa larangan
studi dan penelantaran merupakan mafsadat yang tidak layak dipertahankan. Majelis
hakim mengaitkan keadaan tersebut dengan QS. Ar-Rum ayat 21:

3 R o 380 o0 Bl 8 1 7Haa 53 8335 oK s el 1520 633 &kl (a3 518 6 e e

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir.”

Dalam pertimbangan hakim, ketika rasa cinta, hormat, dan setia sudah hilang,
dan rumah tangga justru menimbulkan luka dan ketidaknyamanan yang terus-
menerus, maka tujuan sakinah sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut tidak lagi
tercapai. Situasi ini diperkuat dengan kaidah fikih:

cJLA.d\ a_ﬂ; u,aeis.n uldad) &2

Artinya: “Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih
kemaslahatan.”

Kaidah tersebut disebut majelis hakim untuk menilai bahwa
mempertahankan rumah tangga dengan larangan studi dan penelantaran justru
membawa kerusakan yang lebih besar. Agar dharar tidak berlanjut, perceraian dinilai
sebagai jalan syar‘i yang melindungi istri.

Majelis hakim juga mengutip pendapat ulama dalam kitab-kitab figh seperti
kitab al-Igna“Juz Il halaman 133:

Al oalall 4dde 3l Lea gl Aa g3l A ) aae 2131 ()

Artinya: “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak
seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.”

Kemudian majelis hakim mengutip kitab Figh al-Sunnah Juz Il halaman 248:

Lagllial (4 8 piall o) 53 dne (3lday ¥ Lo oY) S 5 72 550 il yie) ol s g3l Ay oalal) (sl W) go it 1304
A3k Aalla Lilh Legin 73y e (oaldll jae

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan
bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,
dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba’in.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah mengkategorikan
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai rumah tangga pecah (broken marriage)
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dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Penilaian ini tidak dibangun
semata-mata pada satu tindakan tertentu, melainkan pada penggabungan kondisi
objektif berupa larangan studi yang bersifat menekan, penelantaran nafkah lahir dan
batin, hilangnya ikatan emosional, serta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu
yang sangat panjang. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa
mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut justru bertentangan dengan
tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif dan prinsip-prinsip
hukum Islam, sehingga perceraian dipandang sebagai konsekuensi hukum tersebut.

3. Analisis Hukum

Berbeda dengan perkara PA Ambon, dalam perkara ini majelis hakim secara
tegas memposisikan larangan studi lanjutan sebagai bagian dari rangkaian dharar
yang dialami istri. Studi lanjutan tidak diperlakukan sebagai sikap pembangkangan
(nusyuz), melainkan sebagai hak pengembangan diri yang dibatasi secara tidak sah,
terlebih ketika pembatasan tersebut dibarengi dengan penelantaran ekonomi dan
emosional.

Penguatan dasar syar‘i juga tampak dari rujukan majelis hakim terhadap
pendapat ulama klasik mengenai kewenangan hakim menjatuhkan tafriq ketika istri
mengalami penderitaan batin yang memuncak dan upaya ishlah tidak berhasil. Selain
itu, penyebutan Pasal 5 UU PKDRT menunjukkan bahwa larangan studi dan
penelantaran tidak dipandang sebagai konflik domestik biasa, melainkan sebagai
bentuk kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.

Dalam konstruksi tersebut, majelis hakim tidak memusatkan pertimbangan
pada kesalahan personal istri, melainkan pada kondisi objektif hubungan perkawinan
yang telah kehilangan fungsi perlindungan dan ketenteraman. Pola ini mencerminkan
penerapan pendekatan no-fault divorce, di mana perceraian didasarkan pada
keretakan relasi yang nyata dan berkelanjutan, bukan pada pembuktian fault atau
kesalahan normatif salah satu pihak.

Melalui pendekatan ini, majelis hakim menegaskan bahwa kepatuhan istri
tidak dapat dituntut secara mutlak ketika suami lalai menjalankan kewajiban nafkah
dan justru menyalahgunakan otoritas kepemimpinan (qiwamah). Sejalan dengan
gagasan bahwa kepemimpinan suami berbentuk pengayoman untuk kemaslahatan,
bukan kontrol otoritarianisme (Hadinata, 2024).

Dengan demikian, larangan studi lanjutan dipandang sebagai pemicu
kerusakan hubungan rumah tangga yang divalidasi oleh penelantaran selama delapan
tahun. Majelis hakim menilai bahwa perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk
mematikan potensi intelektual istri. Ketika larangan tersebut membawa dharar dan
menutup ruang aktualisasi diri, perceraian menjadi mekanisme perlindungan hukum
dan syar‘i bagi perempuan. Putusan ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan
bukan ancaman bagi stabilitas rumah tangga, tetapi bagian dari kemaslahatan, dan
bahwa hubungan yang membatasi serta menelantarkan layak diakhiri demi
menghindari mudarat yang lebih besar.
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Analisis Komparatif Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Analisis komparatif terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama
Ambon No. 242/PdtG/2020/PA.Ab dan Pengadilan Agama Raha No.
0357/Pdt.G/2020/PA.Rh menunjukkan bahwa meskipun keduanya sama-sama
menerapkan pendekatan no-fault divorce, tetapi arah penalaran majelis hakim dalam
putusannya berbeda secara substansial. Pada kedua perkara, studi lanjutan tidak
ditetapkan sebagai alasan cerai yang berdiri sendiri, melainkan diposisikan sebagai
pemicu yang menguatkan terpenuhinya unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Keduanya menerapkan breakdown theory dengan
menekankan bukti objektif keretakan rumah tangga, seperti lama pisah rumah dan
komunikasi yang terputus. Dengan demikian, pendidikan bukan inti persoalan
hukum, melainkan indikator keretakan fungsi perkawinan.

Perbedaan utama antara putusan Pengadilan Ambon dan Pengadilan Agama
Raha terletak pada cara majelis hakim memaknai konteks sosial para pihak. Dalam
perkara Pengadilan Ambon, studi lanjutan dipahami sebagai faktor yang
memperburuk relasi perkawinan dan menimbulkan ketidakselarasan peran rumah
tangga, tanpa mempertanyakan hak dasar perempuan atas pendidikan. Arah
penalaran ini menempatkan isu pendidikan dalam kerangka kestabilan relasi semata,
sehingga posisi gender dalam putusan cenderung netral, tetapi belum bersifat
progresif.

Sebaliknya, dalam perkara PA Raha, larangan studi dimaknai sebagai
pembatasan yang merugikan istri dan bertentangan dengan hak pengembangan diri,
terutama dalam konteks ketimpangan pendidikan dan ekonomi pasangan. PA Raha
menilai studi lanjutan dari sudut perlindungan hak perempuan, sehingga larangan
studi dipahami sebagai bentuk ketidakadilan relasional yang menimbulkan dharar.
Perbedaan pendekatan ini dipengaruhi oleh karakter sosial para pihak, di mana relasi
yang relatif setara di PA Ambon melahirkan konflik otoritas, sedangkan ketimpangan
struktural di PA Raha mendorong penalaran hakim ke arah perlindungan istri. Hal ini
menegaskan bahwa akses pendidikan berkaitan erat dengan otonomi perempuan dan
relasi kuasa dalam keluarga (Jaya, 2025). Tidak hanya itu, ini juga menunjukkan
bahwa penalaran hukum dalam perkara keluarga bekerja secara kontekstual dengan
mempertimbangkan struktur sosial dan realitas relasional para pihak (Maihasni et al.,
2003).

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun kedua putusan sama-sama
menempatkan indikator keretakan sebagai dasar cerai, arah penalarannya
dipengaruhi struktur sosial dan posisi para pihak. Pengadilan Agama Ambon
merepresentasikan pendekatan legal-formal yang netral gender, sedangkan
Pengadilan Agama Raha menampilkan orientasi legal-substantif yang lebih
berperspektif gender. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menegaskan bahwa isu
pendidikan perempuan dalam konflik rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan
hukum positif, tetapi juga relasi kuasa dan dinamika sosial. Hal ini sekaligus membuka
ruang penguatan perspektif kesetaraan gender dalam praktik peradilan agama di
Indonesia.
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Perbedaan gaya penalaran tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari konteks
kelembagaan peradilan. Pengadilan Agama Ambon yang berkualifikasi 1A dan
menangani jumlah perkara yang lebih besar cenderung menggunakan pertimbangan
hukum yang ringkas dan terstandarisasi, sementara Pengadilan Agama Raha yang
berkualifikasi 1B menampilkan pertimbangan yang lebih elaboratif dan kontekstual.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas argumentasi putusan tidak hanya dipengaruhi
oleh norma hukum, tetapi juga oleh beban perkara dan karakter institusi peradilan
yang membentuk pola kerja majelis hakim.

Penafsiran Majelis Hakim terhadap Pasal 19 hurufb dan f PP No. 9 Tahun 1975
jo.Pasal 116 hurufb dan f KHI

Hukum Indonesia telah mengatur alasan perceraian secara terbatas dalam
Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Tidak satu pun ketentuan tersebut
yang secara eksplisit mencantumkan melanjutkan studi sebagai alasan sah untuk
bercerai. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan
realitas sosial, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (leemten in het recht)
(Rifai, 2011). Untuk menjembatani kekosongan tersebut, hakim wajib melakukan
penemuan hukum (rechtsvinding), yakni proses pembuatan undang-undang oleh
hakim atau pejabat hukum lainnya dalam peristiwa hukum yang konkret
(Mertokusumo, 2004). Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
yang melarang hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas.

Menurut Achmad Ali, rechtsvinding dilakukan melalui dua metode, yaitu
penafsiran dan konstruksi yuridis (Ali, 2002). Adapun dalam memutus perkara studi
lanjutan istri di Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Raha, majelis hakim
menggunakan metode penafsiran (interpretatie). Metode penafsiran adalah ketika
peraturan hukum (das sollen) sudah ada tetapi belum memiliki makna yang cukup
jelas untuk peristiwa konkret (das sein) (Mertokusumo, 2004). Bentuk
penafsiran/interpretasi hukum beragam, meliputi interpretasi gramatikal, historis,
sistematis, teleologis, maupun ekstensif (Ibrahim, 2013). Dengan demikian,
penerapan alasan perceraian dalam kedua perkara ini adalah hasil interpretasi
hukum untuk menyesuaikan norma dengan realita kasus.

Dalam kedua putusan, majelis hakim menggunakan penafsiran ekstensif
terhadap Pasal 19 huruf b. Pada Pengadilan Agama Raha, konsep “perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus” diperluas maknanya untuk mencakup konflik tentang
studi lanjutan yang ditolak suami dan berdampak pada perpisahan rumah sejak tahun
2012. Adapun pada Pengadilan Agama Ambon, konsep yang sama diperluas untuk
memasukkan konflik ekonomi dan penurunan relasi emosional akibat studi S2 yang
dibiayai sendiri oleh istri. Penafsiran ekstensif ini mencerminkan fleksibilitas hakim
dalam mengharmonisasikan norma abstrak dengan dinamika sosial modern,
sebagaimana dianjurkan (Mertokusumo, 2004). Selain itu, kedua putusan juga
menerapkan penafsiran teleologis pada Pasal 19 huruf f, dengan menekankan tujuan
perkawinan sebagai relasi yang berlandaskan cinta, kasih sayang, dan kebersamaan
lahir batin. Ketika masa pisah rumah mencapai lima tahun (Pengadilan Agama
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Ambon) dan delapan tahun (Pengadilan Agama Raha), hakim menilai tujuan
pernikahan tidak lagi tercapai sehingga perceraian menjadi rasional sebagai bentuk
penyelesaian keretakan yang tidak dapat diperbaiki.

Meski terdapat metode penafsiran yang sama, ada perbedaan mencolok
dalam penggunaan penafsiran sistematis. Pada Pengadilan Agama Raha, hakim
menghubungkan Pasal 19 huruf b dan f dengan Pasal 33 UU Perkawinan jo. Pasal 77
ayat (2) KHI, serta Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Pendekatan ini
menghasilkan penafsiran yang berorientasi pada perlindungan hukum istri, di mana
larangan studi, penelantaran ekonomi, dan perselingkuhan dipahami sebagai bentuk
pelanggaran kewajiban rumah tangga dan kekerasan psikis. Dengan demikian, studi
lanjutan diposisikan sebagai hak sah perempuan yang dibatasi secara tidak wajar,
sementara dampaknya pada keretakan rumah tangga dipahami sebagai dharar yang
harus dihentikan.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Ambon tidak menghubungkan perkara
tersebut dengan ketentuan kewajiban suami-istri maupun UU PKDRT, meskipun
terdapat fakta pisah rumah yang lama. Penafsiran sistematis di Ambon merujuk
langsung pada Pasal 1 UU Perkawinan jo. Pasal 3 KHI yang mendefinisikan tujuan
perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan
demikian, penyebab perceraian dimaknai bukan sebagai pelanggaran hak istri atau
suami, tetapi sebagai kegagalan fungsi perkawinan itu sendiri. Dalam putusan ini,
konflik studi lanjutan ditempatkan sebagai gangguan terhadap kestabilan relasi yang
menyebabkan hilangnya kebersamaan emosional dan fisik, sehingga ikatan hukum
rumah tangga patut diakhiri.

Secara umum, kedua putusan menunjukkan bahwa meskipun landasan
normatif yang digunakan majelis hakim sama, tetapi arah penemuan hukum berbeda.
Majelis hakim Pengadilan Agama Raha menafsirkan aturan dengan orientasi
perlindungan, menyoroti pelanggaran kewajiban suami dan dampaknya terhadap
istri. Sementara majelis hakim Pengadilan Ambon menafsirkan aturan dengan
orientasi tujuan perkawinan, menyoroti kegagalan relasi tanpa menunjuk siapa yang
bersalah. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa praktik pengadilan agama tidak
hanya bergantung pada teks pasal, tetapi juga pada persangkaan majelis hakim
melalui pendekatan interpretatif majelis hakim dalam memahami struktur sosial,
kedudukan pihak, serta nilai keadilan substantif yang ingin diwujudkan. Hal ini sesuai
dengan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/284 RBG yang mengatur
ketentuan alat bukti dalam perdata salah satunya adalah persangkaan majelis hakim.

Studi Lanjutan sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqashid al-Syariah
Fenomena perceraian akibat konflik studi lanjutan perempuan menunjukkan
adanya benturan antara hak pengembangan diri dan stabilitas rumah tangga. Dalam
konteks hukum Islam kontemporer, persoalan ini dapat ditelaah melalui maqashid al-
syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada terwujudnya
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Al-Raisuni, 1995). Magashid memuat
lima perlindungan pokok: hifz ad-din (pemeliharaan agama), hifz an-nafs
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(pemeliharaan jiwa), hifz al-‘aql (pemeliharaan akal), hifz an-nasl (pemeliharaan
keturunan), dan hifz al-mal (pemeliharaan harta) (Al-Buthiy, 2005). Prinsip dasar
Magashid menyatakan bahwa syariat hadir untuk memprioritaskan maslahat dan
menolak mafsadat, sesuai kaidah “Dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih”
(Auda, 2008). Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap fenomena studi lanjutan
sebagai pemicu perceraian tidak dilihat dari studi itu sendiri, tetapi dari sejauh mana
ia membawa maslahat atau mudarat terhadap lima perlindungan tersebut.

Berikut adalah analisis studi lanjutan sebagai alasan perceraian dalam
perspektif maqashid al-syariah.

1. Hifz ad-Din (Pemeliharaan Agama)

Studi lanjutan perempuan selaras dengan ajaran Islam yang mewajibkan
menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan, seperti hadis Nabi SAW: "Menuntut
ilmu wajib bagi setiap Muslim" (HR. Al-Baihaqi). Pendidikan ini memperkuat
pemahaman agama yang memungkinkan perempuan berkontribusi dalam dakwah
dan pendidikan anak, sehingga mendukung maslahat agama (Aida, 2025). Namun
demikian, dalam putusan Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Raha
konflik studi lanjutan terbukti memicu pertengkaran berkepanjangan, pisah tempat
tinggal, terputusnya komunikasi, serta memicu perbuatan yang bertentangan dengan
syariat, seperti berselingkuh atau pengabaian ibadah bersama. Kondisi tersebut
menunjukkan hilangnya nilai sakinah dan kerja sama keagamaan dalam rumah
tangga. Oleh karena itu, ketika perkawinan justru menjadi ruang konflik yang
merusak kualitas ibadah dan relasi keagamaan, perceraian dipandang majelis hakim
sebagai jalan syar‘i untuk mencegah mudarat yang lebih besar terhadap agama.

2. Hifz an-Nafs (Pemeliharaan Diri)

Studi lanjutan perempuan merupakan maslahat karena meningkatkan
kualitas diri dan kesejahteraan keluarga. Namun maqashid menempatkan
keselamatan jiwa termasuk kesehatan psikologis sebagai prioritas utama. Ketika
studi lanjutan atau pelarangannya menimbulkan konflik berkepanjangan, tekanan
emosional, pisah rumah, dan penelantaran, maka kondisi tersebut telah mengganggu
ketenangan jiwa para pihak. Fakta serupa tampak jelas dalam kedua putusan yang
diteliti. Pada Pengadilan Agama Ambon, konflik studi berujung pisah tempat tinggal
selama lima tahun; sedangkan pada Pengadilan Agama Raha, larangan studi disertai
penelantaran selama delapan tahun tanpa nafkah. Situasi ini mencerminkan
penderitaan batin (darar nafsi) yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa
perempuan yang bercerai dalam kondisi rumah tangga penuh konflik justru
mengalami peningkatan kesehatan psikososial pasca-perceraian (Mendoza et al,
2020). Dengan demikian, putusan hakim mencerminkan penerapan hifz an-nafs,
karena perceraian dipilih untuk melindungi jiwa ketika perkawinan tidak lagi
menghadirkan rasa aman, ketenangan batin, dan kesejahteraan psikologis para pihak.

3. Hifz al-’Aql (Pemeliharaan Akal)
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Studi lanjutan merupakan aktivitas yang mendukung pemeliharaan akal
melalui peningkatan pengetahuan dan kapasitas intelektual. Islam memandang
menuntut ilmu sebagai kewajiban universal yang tidak dibatasi gender. Pembatasan
akses pendidikan perempuan lebih banyak dipengaruhi tradisi patriarkal, bukan oleh
ajaran Islam itu sendiri (Ahmad & Tak, 2020). Dalam perkara Pengadilan Agama Raha,
larangan studi yang diberlakukan suami tanpa alasan syar‘i disertai penelantaran
ekonomi dan emosional menunjukkan pembatasan tidak sah terhadap hak
pengembangan akal istri. Larangan semacam ini dapat dikategorikan sebagai
kezaliman karena meniadakan hak pendidikan istri. Jika pernikahan menjadi
penghalang bagi pengembangan intelektual, maka tujuan hifz al-‘aql tidak lagi
tercapai. Sementara itu, pada Pengadilan Agama Ambon, meskipun studi lanjutan
tidak dipermasalahkan secara normatif, konflik yang menyertainya telah menutup
ruang dialog rasional dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, hakim tidak
memposisikan studi sebagai pelanggaran, tetapi menilai bahwa kelanjutan
perkawinan justru memperbesar mudarat terhadap akal karena relasi yang tidak lagi
sehat. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat diposisikan sebagai jalan keluar
yang bersifat maslahat bagi pemeliharaan akal jika melanjutkan perkawinan
memperbesar kemudaratan.

4. Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)

Studi lanjutan dipandang membawa maslahat karena dapat meningkatkan
kualitas pengasuhan anak melalui ibu yang terdidik dan memastikan
keberlangsungan nasab yang baik (Saragih et al., 2025). Dalam praktiknya, alasan
"demi anak" sering kali digunakan untuk mempertahankan pernikahan yang retak.
Namun, perselisihan akibat studi yang menyebabkan perpisahan jangka panjang
berdampak pada stabilitas keluarga dan psikologis anak (Chapra et al., 2008).
Magqashid tidak menilai keutuhan perkawinan semata dari keberlangsungannya
secara formal, melainkan dari kualitas lingkungan tumbuh kembang anak. Dalam
kedua putusan, perselisihan akibat studi lanjutan telah menyebabkan perpisahan
jangka panjang, ketidakhadiran figur orang tua secara utuh, dan hilangnya stabilitas
emosional keluarga. Kondisi tersebut berpotensi merugikan perkembangan
psikologis anak. Oleh karena itu, ketika perceraian justru membuka peluang
terciptanya lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi anak, maka secara maqashid
perceraian dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nasl.

5. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Studi lanjutan dapat dilihat sebagai investasi yang meningkatkan stabilitas
ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga
serta kemampuan finansial pasca-perceraian (Islamiyah et al, 2025). Namun
demikian, dalam konteks perkara yang diteliti, konflik studi berkaitan dengan
masalah nafkah dan penelantaran ekonomi. Pada Pengadilan Agama Ambon, konflik
ekonomi menjadi salah satu pemicu keretakan relasi, sedangkan pada Pengadilan
Agama Raha, suami terbukti tidak memberikan nafkah selama bertahun-tahun.
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Keadaan ini menunjukkan terancamnya hifz al-mal dalam perkawinan. Oleh karena
itu, perceraian dipertimbangkan hakim sebagai upaya mencegah kerugian ekonomi
yang berkelanjutan ketika kewajiban nafkah tidak lagi dijalankan dan ishlah tidak
memungkinkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa putusan perceraian
dalam perkara yang melibatkan studi lanjutan sebagai konteks alasan perceraian
pada Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Agama Raha telah selaras dengan
prinsip magqashid al-syari’ah. Perceraian dikabulkan bukan hanya karena studi
lanjutan itu sendiri, melainkan alasan studi lanjutan disertai dengan adanya
kemudaratan berupa keretakan rumah tangga yang berkepanjangan, penelantaran
lahir dan batin, konflik emosional, serta hilangnya tujuan sakinah, mawaddah, dan
rahmah. Kondisi tersebut bertentangan dengan perlindungan agama (hifz ad-din),
jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).
Dengan demikian, putusan perceraian dalam kedua perkara dapat dipahami sebagai
upaya menghentikan kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan para
pihak, sehingga penerapan kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih
dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan maqashid al-syari’ah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan
majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 242/Pdt.G/2020/PA.Ab
dan Pengadilan Agama Raha No. 0357/Pdt.G/2020/PA.Rh didasarkan pada kondisi
objektif keretakan rumah tangga, antara lain pisah tempat tinggal dalam jangka waktu
lama, hilangnya komunikasi, tidak terpenuhinya kewajiban perkawinan, serta
kegagalan fungsi relasi suami istri. Studi lanjutan istri tidak dipertimbangkan sebagai
alasan hukum perceraian, melainkan sebagai konteks sosial yang memicu munculnya
perselisihan dan penelantaran, sehingga memperkuat keyakinan majelis hakim
bahwa perkawinan telah mengalami breakdown of marriage dan tidak dapat
dipertahankan. Selanjutnya, penafsiran majelis hakim terhadap Pasal 19 huruf (b)
dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI dilakukan melalui
penafsiran ekstensif dan teleologis, dengan memasukkan fakta pisah rumah,
perselisihan berkepanjangan, dan penelantaran sebagai alasan perceraian yang sah.
Meskipun menggunakan dasar normatif yang sama, terdapat perbedaan penafsiran
sistematis dalam putusan kedua pengadilan. Pengadilan Agama Ambon menafsirkan
Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI dengan
mengaitkannya secara langsung pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan, sehingga penalarannya menekankan
kegagalan fungsi perkawinan secara legal-formal. Sebaliknya, Pengadilan Agama
Raha menafsirkan pasal yang sama dengan menghubungkannya pada Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 77 ayat (2) KHI, serta Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sehingga pertimbangan diarahkan
pada aspek perlindungan terhadap istri melalui pendekatan legal-substantif yang
responsif gender. Studi lanjutan sebagai alasan perceraian dalam kedua putusan
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perspektif magashid al-syari’ah dinilai telah selaras dengan prinsip pencegahan
kemudaratan (dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih), karena alasan
perceraian yang dikabulkan terbukti mengancam perlindungan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta para pihak apabila perkawinan dipertahankan. Dengan
demikian, studi lanjutan tidak diposisikan sebagai alasan perceraian, melainkan
sebagai konteks sosial yang memperlihatkan kegagalan relasi perkawinan. Melalui
temuan ini, penelitian menegaskan relevansi pendekatan no-fault divorce berbasis
magqashid al-syari’‘ah dalam praktik pengadilan agama, sekaligus memberikan
kontribusi konseptual bagi hukum keluarga Islam dalam merespons dinamika sosial
modern tanpa menormalkan pendidikan perempuan sebagai kesalahan normatif
dalam perkawinan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan agar para hakim
peradilan agama lebih mengedepankan sensitivitas gender (gender sensitivity) dalam
menggali fakta hukum, khususnya dengan memandang aspirasi pendidikan istri
sebagai hak asasi yang patut dilindungi, bukan sekadar ancaman terhadap kepatuhan
istri. Selain itu, pemerintah diharapkan memperbarui regulasi hukum keluarga yang
secara eksplisit mengakui hak pengembangan diri pasangan. Untuk peneliti
selanjutnya disarankan untuk melengkapinya dengan pendekatan sosiologi hukum
empiris melalui wawancara mendalam dengan hakim. Hal ini diperlukan untuk
menggali aspek psikologis dan latar belakang budaya yang mempengaruhi
subjektivitas hakim dalam menilai konflik peran ganda perempuan, yang seringkali
tidak tersurat dalam salinan putusan.
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